Mercusuar, 5 Juli 2011

[image: image1.jpg]PALU, MERCUSUAR - Kejati
Sulteng memerintahkan Kejari Buol
untuk mengusut indikasi tindak
pidana korupsi pada Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Buol, sebagaimana laporan
BPK Perwakilan Sulteng. Meski
demikian, mekanisme penyelidikan
temuan BPK tersebut jangan
diabaikan.

Demikian penegasan Kajati
Sulteng, M Isa Ansary melalui Kasi
Penkum dan Humas Kejati Sulteng,

LKPD Buol Empat Kali Disclaimer

Kejati Perintahkan Kejari Usut

Eki M Hasim, kemarin (4/7).
Menurut EKi, basil pemeriksaan
dan audit BPK di Kabupaten Buol
yang menunjukkan miliaran rupiah
vang negara digunakan tanpa per-
tanggungjawaban yang jelas harus di-
sikapi. Namun langkah dan tindakl
anjutnya tak dapat langsung dengan
membawanya ke jalur hukum.
“Berdasarkan aturan, tiap temuan
dalam laporan hasil pemeriksaan
(LHPY BPK, pemerintah daerah se-
tempat diberikan waktu 60 hari

untuk melkukan kirifikasi. Jikakh-
rifikasi Pemkab tidak bisa memberi-
kan pertanggungjawaban yang jelas
mengenai penggunaan anggaran dan
berindikasi kerugian negara, Kejari
Buol wajib mengusutnya. Apalagi, te-
muan BPK terhadap LKPD di setiap
daerah merupakan perhatian dan
menjadi catatan kami (Kejati)," tegas Eki.

Sebelumnya, BPK Perwakilan
Sulteng memberikan ‘rapor merah’
terhadap Laporan Keuangan Pemie-
rintah Daerah (LKPD). Tahun 2010,

tercatat kerugian daerah mencapai
Rp15,26 miliar.

Selain kerugian daerah senilai
Rp15,26 M itu, BPK juga mencatat
temuan dalam pertanggungjawaban
keuangan Kabupaten Buol sebesar

Rp36,17 M. Kondisi pertanggung
jawaban keuangan yang buruk ini
membuat BPK Rl memberi penilian
disclaimer (tidak memberikan
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pendapat).

Penilaian disclaimer tersebut disampaikan
Kepala Perwakilan BPK RI Sulteng, Dadang
Gunawan pada penyerahan LHP Kabupaten
Buol, beberapa pekan lalu. Kegiatan tersebut
dihadiri Bupati Buol Amran Batalipu dan Ketua
DPRD Kabupaten Buol Abdullah Batalipu.

Menurut Dadang Gunawan, penilaian dis-
claimer tersebut dise-babkan persentase
temuan sebesar 2,71 persen dari cakupan
pemerik-saan. Adapun cakupan pemeriksaan
atas laporan keuangan Kabupaten Buol tahun
anggaran (TA) 2010 senilai Rp1,33 triliun (T),
meliputi neraca sebesar Rp696,44 M (yang
terdiri atas: aset senilai Rp634.58 M sedangkan
kewajiban senilai Rp1,86 M): Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) sebesar Rp638,61 M (terdiri
alas pendapatan senilai Rp377,69 M, belanja
senilai Rp260, 92 M).

Adapun pembatasan lingkup pemeriksaan,
antaralain, Kas di Bendahara Pengeluaran per
31 Desember 2010 sebesar Rp101.116.463
tidak termasuk pengembalian sisa belanja TA
2010 pada Bendahara Pengeluaran SKPD
yang belum disetor ke Kas Daerah per 31
Desember 2610 sebesar Rp593,50 juta; pem-
berian panjar kas TA 2010 kepada SKPD dan
pihak ketiga belum dipertanggungjawabkan
sebesar Rp6,16 M. Selain itu, BUD dan Kuasa
BUD tidak melakukan rekonsiliasi saldo buku
dan bank, tidak melakukan pencatatan atas
pendapatan pada BKU secara tertib, dan tidak
dapat menyampaikan salinan rekening koran
secara lengkap, sehingga pengujian atas saldo
kas daerah tidak dapat dilakukan secara
memadai.

Selanjutnya, persediaan per 31 Desember
2010sebesar Rp968.277.176 tidak dapat diya-
kini kewajarannya karena pencatatan dan pela-
poran oleh SKPD tidak memadai; penyertaan
modal pada pada PDAM Motanang sebesar
Rp8,54 M dan PD Berkah sebesar Rp150 juta
tidak didukung catatan-catatan dan dokumen
yang memungkinkan BPK Rl untuk melakukan
prosedur pemeriksaan yang memadai untuk

meyakini investasi; serta penatausahaan aset
tetap tidak tertib dan nilai aset tetap yang
disajikan dalam neraca termasuk aset tetap
yang rusak berat dan tidak diketahui kebe-
radaannya.

Selain itu, aset tetap yang dikuasasi atau
dikelola oleh pihak lain; terdapat PPN/PPh dan
jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara
sebesar Rp3,34 M dan dari nilai pungutan PPN/
PPh TA 2010 yang dilaporkan telah disetor ke
Kas Negara belum dapat dijelaskan dan tidak
didukung dokumen SSP yang telah divalidasi
bank persepsi sebesar Rp4,32 M; serta
penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada
Dinas Kesehatari dan RSUD Buol minimal
sebesar Rp3,47 M belum disetor dalamaporan
keuangan pemerintah daerah TA 2010,

Dalam laporan BPK RI juga mencantumkan
realisasi belanja modal pengadaan bermotor
roda dua dan pembangunan pagar kantor
sebesar Rp1,95 M, proses pengadaannya
dilakukan secara formalitas karena pekerjaan
dilaksanakan mendahului penetapan APBD/
APBD-P; realisasi belanja tak terduga
digunakan tidak sesuai ketentuan sebesar
Rp1,05 M dan belum dipertanggungjawabkan
sebesar Rp870 juta; serta LKPD Kabupaten
Buol TA 2010 tidak disusun berdasarkan
konsolidasi laporan keuangan SKPD.

Pemantauan terhadap penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-
TGR) menunjukkan bahwa jumlah kasus
kerugian keuangan daerah sejak tahun 2002
hingga semester | TA2011 sebanyak 712 kasus
sebesar Rp20,56 M. Kasus yang telah disele-
saikan sebanyak 144 kasus sebesar Rp3,07 M,
sedangkan yang diangsur sebanyak 57 kasus
sebesarRp2,21 M. Sehingga, sakdokenugian daerah
sebanyak 568 kasus sebesar Rp15,26 M.

Penyelesaian kerugian daerah tersebut tidak
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Terbukti bahwa kasus tersebut sudah berusia
lebih dari sembilan tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 5 ayat (2)
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jo. Pasal 14 ayat (2), bahwa penyelesaian
dengan cara angsuran diselesaikan selambat-
lambatnya dalam waktu dua tahun.

Hasil pemantauan atas tindaklanjut hasil
pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2003 hingga
semester | TA 2011 menunjukkan jumlah
temuan sebanyak 134 dengan 334 rekomen-
dasi. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
sebanyak 210 rekomendasi. Namun, sebanyak
93 rekomendasi belum sepenuhnya
ditindaklanjuti dan 31 rekomendasi belum
ditindaklanjuti.

Menanggapi opini disclaimer yang kembali
disematkan pada Kabupaten Buol untuk ke
empat kalinya, Butapi Buol Amran Batalipu
menaritang kejaksaan untuk menyelesalkannya
‘melalui'proses hukum.

Amran Batalipu mengatakan, opini disclaimer
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Dae-

"rah (LKPD) Buol yang menjadi temuan BPK

adalah urusan keuangan daerah sebelum masa
kepemimpinannya sebagai bupati.

“Yang perlu diingat, yang menjadi temuan
bukan di zamdn saya jadi Bupati, disclaimer ter-
jadikarena beberapa hal termasuk pengemba-
lian oleh pejabat dan mantan pejabat yang
hingga saat ini belum diselesaikan, jika mereka
tidak mau membayar (mengembalikan) solusi-
nya ke rarah hukum (kejaksaan), * kata Amran
di Gedung DPRD Kabupaten (Dekab) Buol,
Selasa (28/7).

Tudingan Amran tentang opini disclaimer
disebabkan bupatilama, mendapat tanggapan
dari manfan Bupati Buol Karim Hanggi. Karim
Hanggi menginginkan agar kasus ini secepat-
nyadiproses hukum, agar ketahuan siapa yang
salah, bupati lama atau bupati baru. Dia tidak
ingin dikambinghitamkan untuk kepentingan
reputasi. “Sangat jelas bahwa periode 2007-
2010 merupakan masa kepemimpinan siapa
sebagai Bupati Buol? Ko’ malah mengkambing
hitamkan pemerintahan periode sebelumnya?
Ini kan aneh namanya. Jangan justru hal ini
dijadikan fitnah dan pembunuhan karakter
terhadap saya,” ujar Karim Hanggi. ack










